
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI PENDAPATAN DAN
KESAMSATAN PROVINSI TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi
Pendapatan dan Kesamsatan Provinsi Tahun 2023, perlu
menetapkan Surat Keputusan Gubernur tentang
Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Pendapatan dan
Kesamsatan Tahun 2O23.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undalg Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tenta;rg Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengal Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O2 I tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 246, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 238, Tambahan
l,embaral Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
f,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukal Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Perat uran Menteri
Dalam Negeri Nomor I2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19
tentang Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
t447);

14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Pendapatan Keualgan dan Aset Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022
Nomor 20);

15. Keputusal Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiral Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Surat Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset
Daerah Nomor: 9OO.I/126/BPPKAD/PPT Perihal:
Permohonan SK Pelaksanaan Rakor Pendapatan dan
Kesamsatan Tahun 2023, Tanggal 05 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Panitia Rapat Koordinasi Pendapatan Tahun
2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum I(ESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan

tersebut;
b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada

Gubernur.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Badan
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Tengah.

KETIGA
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KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tangqal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 Mei 2023

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

, SH, M.Si
199610100I

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR :79 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 MEI 2023

SUSUNAN PANITIA
RAPAT KOORDINASI PENDAPATAN

TAHUN 2023

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Seksi Acara dan Multimedia

Seksi Akomodasi dan
Transportasi

Seksi Perlengkapan dan
Dokumentasi

Seksi Dekorasi dan Konsumsi

en a ya

I, SH, M.Si

Gubernur Papua Tengah

Sekertaris Daerah Provinsi Papua

Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Sekretaris BPPKAD Provinsi Papua Tengah

Hans Andoy, SE

Petrus Haiuk, SE (Koordinator)
Hana P. Wijayatiningsih, SE
Muhamad Syaiq, S.Kom
Drs. Ludwig Emil Krey, MAP
Etty Patari, SE

Tinus Nomba Tumale (Koordinator)
Sugeng Santoso, A.Md
Willem Wakerkwa, SE
Musa Tebay

Iskandar, MAP (Koordinator)
Yance Rumpombo, S.Sos
Jonisius Tamonob
Berkemanus lyowau, SE
Abiyan Pekey, S.Sos

Dorlince Senandi, S.Pd, M.Si (Koordinator)
Amelia Martha Djitmau, SE
Elny Yusuf lallo, SH
Aten Waine, SH

E. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/T'rD

RIBKA HALUK

NiP 1996101OO I


